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PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Untuk Anggota-Anggota DPRD Kabupaten
Sukoharjo

. Bagaimana pelaksanaan tugas penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota
DPRD Kabupaten Sukoharjo?

. Apa saja bentuk pelaksanaan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh
anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo?

. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi anda?

. Apa saja aspirasi yang disampaikan konstituen di daerah pemilihan anda?

. Apa kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD saat melakukan kegiatan
penyerapan aspirasi?

. Bagaimana solusi anggota DPRD terkait kendala dalam kegiatan penyerapan

aspirasi?
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